
4. l'craturnn .. , 

1. Undnng-Undang Nomor 8 Tah1111 I 974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 55, Tnmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
:i04 I) scbagaimana telnh diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 1999 (lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
l'\omor 169, Ta111baha11 Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3890); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tcntang Penanaman ,\lodal 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, 
Tambahan Lembaran Negara Rcpuhlik Indonesia Nomor 4 724); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 ten tang Penilaian 
Pelnksanaan Pekc1j111111 Pegawa! Negcri Sipil (l.embaran Negara 
Republik Indonesia Tahun I 97~) Nomor 17, Tambahan Lcmbaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3134); 

Mcngingat 

b. baliwa sehubungan dcngan pcrtimbangan scbagaimana dimaksud 
pada lmruf 11, perlu memberuuk Pcraturan Kepala Bndan Koordinasi 
Pe111111ama11 Modal tcntnng Pola Pembiuaan dan Pcngembangan Karir 
Pegawai Negeri Sipil Badan Koordinasi Pcnanarnan Moel-ti; 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka reformasi birokrasi dart menjamin obyektivitas 
serta kesinambungan pelaksanaau pembinaan dan pcngembangan 
karir Pcgawai Negcri Sipil di llngkungan Badan Koordinasi Penanaman 
,\ !odal, dipandaug perlu adanya Pola Pembinaan dan Pcugembangau 
Karir Pegawai Negeri Sipil R11da11 Koordinasi Pcnanaman Modal; 

KEPALA llADAN KOORDINASI PENANAMAN J\IODAL, 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

POI.A PCJ\1BINAAN DAN Pl:NGEMBANGAN KARIR P£GAWA1 NJ:GERJ SIPIL 
BADAN KOORDINASI PENAN,V.IAN MODAi. 

TENT A NC 

S1\LINAN 
PERATURAN KEPALA RADAN KOOROLNASI PENANAl\1AN MODAi. 

NOMOR 2 TAHUN 2011 

KEPALA SADAN KOOROINASI PENANAMAN MODAL 
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14. Peraturan ... 

4. Peraturan Perncrintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar llrnt 
Kepangkatan Pcgawai Ncgeri Sipil (l.embaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun J 979 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3138); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tcntang Formasi Pegawai 
Negeri Sipil (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 
4015); 

G. Peratumn Pcmerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan 
Pcgawai Negcri Sipil (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 195, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor '101 G) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 31, Tarubahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor ,t 19 2); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan 
Pangkat Pegawai Ncgcri Sipil (Lcmbnran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 196, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pcmerintah Nomor 12 Talnrn 2002 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 No111or 32, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4193); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tcntang Pengangkatan 
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah 
dcngan Peraturnn Pcmerintah Nomor 13 Ta\11111 2002 (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomoi· 33, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 I 94); 

9. Feraturan Pemcrintah Nomor 101 T11lt1111 2000 tentang Pendidikan dan 
Pelatihan jabatan Pcgawai Ncgeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 4019); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tatum 2003 tentang wewenang 
Pengangkatan, Pcmindahan dan Pembcrhentian Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Nl~g11ra Republik Indonesia Nomor 426~); 

I 1. Peraturau Pemelintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan jiwa 
Korps dan Kode Etik Pegawai Negcri Sipil (Lernbaran Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4450); 

12. Peraturan Pcmerintah Nomor 5:i Tahun 2010 tcntang Disiplin Pegawai 
Nege1i Sipil (Lembaran Negara Kepublik Indonesia Tnhun 2010 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

13. Peraturan Presideu Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan I<oordinasi 
Feuanaruau Mod:il: 
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7. jabatan ... 

G. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang 111c111111j11kka11 tugas, 
tanAAung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka 
111cmi111pi11 suatu satuan organisasi ncgara. 

5. jabatan adalah kedudukan ynng menunjukkan tugas, tanggung 
jawab, wcwenang dan hak seorang PNS dalam satuan orgauisasi 
yang meliputi struktural 111n11p1111 fungsional. 

'1. Pcngadaan Pegawai adalah kegialan untuk mcngisi formasl yang 
lowong yang dilakukan mulai dari perencanaan, peugumuman, 
pelamaran, pcnyaringau, pcngangkatan CPNS sampai dcngan 
pengangkatan menjndi PNS. 

3. Fonnasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan 
dalam suatu satuan crganisasi negara 1111tuk mampu melaksanakan 
tugas pokok dalam jangka waktu tcrtentu. 

2. Pegawai Ncgeri Sipil, yani selanjutnya disingkat PNS, adalah unsur 
aparatur negara, abdi negnra, dan abdi masyarakat yang dcn.11,1111 
penuh kesetiaan dan ketnatan kcpada Pancasila, Undnng-Undnng 
Dasar 1945, Negara dan Pcmcrintah menyclenggarakan rugas 
pcmcrintah dan pcmbangunan. 

I. Calon Pegawai Ncgeri Sipil, yang selanjutuya disingkat CPNS, 
adalah Warga Negara Indonesia )'an& mclamar, lulus seleksi, clan 
diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pcgawai Negcri Sipil sesuai 
dengan ketc11tt11111 peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam Pcraturan ini yang dimaksud dcngan : 

Pasal I 

BAD I 
KETENTUAN UMUM 

PERJ\TURAN Kl:PALA BADAN KOORDINASI PENANAJ\.IAN MODAL 
TENTANG POLA PEMBINMN DAN PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI 
NEGERI SIPIL DADAN KOORDINASI PENANA.MAN MODAi.. 

MEMUTUSKAN: 

14. Peraturan Kcpala DKPi\·I Nomor 90/SK/2007 tenlang Organisa.si dan 
Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal scbagairuana telah 
beberapa killi diubah terakhir dengan l'eraturan Kepala Iladan 
Koordinasi Penanarnan Modal Nomor I Tahun 2011; 

' . >. 

_, 

Mcnctapkau : 



BAB II ... 

15. I'endidikan dan Pelatihan jabatan PNS, yang selanjutnya disehut 
Diklat, adalah penyctenggaraan proses bclajar mengajar dalam 
rangka meuingkatkan kcmampuan PNS. 

I 4. Karir adalah suatu kedudukau a tau jabatan yang dipangku olch 
seorang pcgawai pada suatu organisasi berdasarkan kompetcnsi 
keahlian dan pengalaman kcrja. 

13. Pembinaan Pegawai adalah kegiatan terprogram/Ierarali/ 
terencana dalam rangka pengembangan potensi pegawai agar 
dapat melaksanakan tugas dengan baik melalui pengcmbangan 
diri, pembinaan olch atasnn langsung, pendidikan dan pelatihan 
serta mutasi. 

12. Pengcmbangan Karir adalnh pengcmbaugan pcgawm secars 
menycluruh dalam suatu pola pcningkatan kcmampuan diri 
pribadi melalui tahapan atau jenjang jabatnn yang ditempuh sejak 
dari pengangkatan pertama sampai dengan rncmasuki masa 
pensiun (purna bakti). 

I I. Mutasi Vertikal adalah promosi dari suatu jabatan tertcntu kc 
jabatan yang lebih tinggi. 

10. Mutasi Horizontal adalah perpindahan jabatan dan atau 
perpindahnn wilayah kerjn pada jabatan yang setingkat untuk 
mcmperluas pcngalaman dan dalam rangka mcnuju 
pcngembangan karir berikutnya, 

D. Mutasi adalah perpindahan pegawai dari jabatan yang satu kc 
jabatan yang lain melalui alih tugas (four of duty) dan/atau alih 
wilayah (fo11rofare1J) baik secara vertikal maupun horizoutal. 

8. Pola Pembinaan clan Pengembangan Karir Pegawai adalah pola 
pemblnaan pegawai yang mcnggambarkan jalur pengcmbangau 
karir sesuai kornpeteusi jabatan, pangkat, pcndidikan clan pelatihan 
struktural, pcndidikan dan pelatihan tcknis serta masa jabatan 
sejak pengaugkatan pertama sampai dcngan pensiun. 

7. jabatan Fungsional adalah kedudukan yang mcuunjukkau tugas, 
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu 
satuan orgauisasi yang dalam pelaksanaan rugasnya didasarkan 
pada keahlian clan atau keterampilan tertentu serta bersifat 
mandiri, yang terdiri dari: 
a. Jabatan Fungsional Khusus yaitu jabatan fungsioual yang telah 

ditclapkan dcngan Peraturan Presidcn seperti Widyaiswara dan 
Auditor; 

b. jabatan Iungsional Umum yaitu jabatan Staf atau Pelnksaua. 
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n. usia ... 

Pcrsyarntau minimal peuerimaau PNS : 

Pasal 4 

Bagian Kcdua 
Pcucrimaan Pegawai Negeri Sipil 

Pcngadaan Pegawai HKPM dilaksanakan bcrbasis kcmpetensi 
dcngau menginvcntarisnsi kebuluhan formasi pegawai dari satuan 
organisasi di lingkungan BKPM yang meliputi : 
a. jumlah tambahan pegawai; 
b. kualifikasi pendidikan; 
c. uraian tugas/jabatan, 

Pasal 3 

Bagian Pertama 
Pengadaan Pegawai 

BAB Ill 
POLA Pf.MOINAAI\' r>AN PENGEMBANGAN KARJR PEGAWAI 

cl. membina iklim kerja yang lebih kondusif bagi pengembangan 
potensi PNS secara indivldu ch111 kelompok dalam rangka 
meningkatkan dayaguna clan hasilguna organisasi. 

c. meningkatkan kemarnpuan dan prcstasi hasil kerja PNS yang penuh 
percaya diri dan pcnuh pengabdian, sehingga dapat mcwujudkan 
pcrannya selaku pembina dalam pengembaugan penanaman modal; 

b. menumbuhkan rnotivasi PNS untuk lcbih berprestasi dan 
bertangguug jawab dalam melaksanakan tugas; 

11. menjacli pedoman bagi PNS di liugkungan BKPM dalam rangka 
pembinaan dnn pengcmbangan karir sehingga dapat mcmberikan 
manfaat scbesar-besarnya baik untuk kepentingan instansi maupun 
diri maslng-masing; 

Maksud dan tujuan Pola Pembinaan dan Pengembangan Karir PNS 
BKPM yaitu : 

Pasal Z 

BAB 11 
MAKSUD DAN TUJUAN 

. 5. 



(4) Pengunuuuau ... 

( I) Pclaksanaau Pcncrimnnn Pegawai dilnkukan olch Tim Pengadaan 
PNS ynng dibcntuk oleh Kepala BKPM atau pejabat lain yang 
dilunjuk. 

(2) Seleksi pcnerimaan rNS dilaksanakau scsuai ketentuan yang telah 
ditctapkan olch Bndan Kepcgawainn Negara sccarn transparan, adil 
dan akuntabel serta berdasarkan kompetcnsi. 

(3) Pengun111111a11 penerimaan PNS paling kurang memuat persyamtnn 
pelamar .. iurnlah lowongan jabatnn, kualifikasi pendidikan, waktu 
clan alamnt lamaran. 

Pasal 6 

Scleksi pencrimaan PNS minimal melalui : 

a. seleksi aduunistratif, 
b. pelaksanaan ujian, mcliputi : 

l. Tes Kompetensi Dasar (TKO) 
a) Tes Pengetahuan llmum (TPU); 
b) Te.~ Bakat Skolastik (TBS); 
c) Tes Skala Kematangan (TSK). 

2. Tes Kompetcnsi Bidang, meliputi : 
a) Tes Potensi Akadcmik (l'PA); 
b) Psikotes; 
c) Tes Kemampuan Bahasa Asing, termasuk antara lain Bahasa 

lnggris, Bahasa Mandarin, Bahasa jcpang, Bahasa Arab dan 
Bahasa Koren. 

3. 'fes wawancara (i11te.rvic111). 
4. f:valuasi pcnilnian akhir seleksi. 

Pasal 5 

a, usia paling rcndah 18 (delapan belns) tahun dan paling tin~i 35 
(tiga puluh lima) tahun yang dilentukan berdasarkan tanggal 
kelahiran yang tercantum pada ljazah/Surat Tanda Tamat Belajar 
(STTB), dengan ketentuan: 
1. unluk Strata I maksimal 28 (dua puluh dclapan) tahun; 
2. untuk Strata 2 maksimal 30 (riga puluh) tahun; 
3. unfuk Strata 3 maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun. 

b. mcmiliki ljn2'1h/S1Tll yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan 
yang dibutuhkan; 

c. mcmenuhi persyaratan lndeks rrcstasi kumulatif (IPK) diutamakan 
3,50 skala 4,00; 

cl. Diutaruakan memiliki nilai Test of English as Foreign Long1111ge 
(TOf.FL) 600 atau nilai lnternstional English Langung» Testing 
System (IELTS) yang sctara; 

c. Se hat jasmani dan rol11111i; 
f. Memiliki syarat-syaral lain }'ang diperlukan untuk mcndapatkan 

PNS yang berkualitas clan berdedikasi tingg] sesuai ketentuan yang 
berlaku. 
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uagiau ... 

(2) Jc1\j11ng Karir jabatan Iuugsional PNS antara lain terdiri dad: 
11. jabatau Fungsional Pelaksana; 
b. jabatau Fungsional Fenyelia; 
c. jabatan Fungsional Pertama; 
d. jnbatau Fungsional Muda; 
e. jabatan Fungsional i\ tadya; 
f. jabatan Fuugsional Utamn. 

(1) Jenjang KarirIabatan Struktural PNS tcrdiri dari : 
a. jabatan Struktural Esclon IV; 
b. jabatan Struktural Eselon Ill; 
c. jabatan Struktural Eselon 11; 
cl. jabatnn Struktural Eselon I. 

Pa.~18 

Bagiau Keempat 
Jenjang Karir 

(3) Dagi CPNS yang tclah menyclcsaikan Oiklat dan pembeknlan 
substansi sebagairnana dimaksud pada ayar (1) dan (Z) dapat 
diangknt sebagai PNS dengan pcrsyaratan : 
a. lulus Diklat Prajab:11:111; 
b. dinyatakan schat oleh Tim Penguji Kcsehatan/Dokter Peng1\ji 

Tersendiri; 
c. minimal tclah satu tahun sebagai CPNS. 

(2) Pembekalau substansi diberikan kepada CPNS dalam mngka 
pelaksanaan tugas mcliputi : 
a. perencanaan pcnauaman modal; 
b. pcngembangan iklim penanaman modal; 
c. promosi penanaman modal; 
d. kerjasama pcnanaman modal; 
c. pelayanan penanaman modal; 
f. pengendalian pelaksanaau penanamau modal; 
g. dukungan mnnajemcn pelaksanaan tugas teknis lainnya. 

()) Oiklat Prajabatan adalah Oiklat yang diperuntukkan bagi CPNS 
yang akan diangkat sebagai PNS, mclalui : 
a. penyampaian materi ajar yang tclah ditentukan; 
b. pembinaan mental, flsik dan disiplin pegawai (MFD); 
c. penilaiau dan evaluasi peserta. 

Pasal 7 

Bagian Kctiga 
Diklat Prajabatan dan Pembekalan Substansi CPNS dan 

Fengangkatan PNS 

(4) Pengumuman hams mcnggunakan media yang mudah diketahui 
masyarakat luas. 
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5. DP-3 ... 

Pengcmbangan Karir mclalui jabatan Struktural dengan ketentuan dan 
persyaratan sebagai berikul : 
a. PNS dapat diangkat pada jabatan Struktural Eselon IV dcngan 

pcrsyaratan : 
I. screndah-rendahnya menduduki pangkat satu tingkat di hawah 

jenjnng pangkat yang ditcutukan atau Pena ta Muda Tk. I (111/b); 
2. memiliki kuatifrkasi dan tingkat pendidikan minimal Strata Satu: 
~'I. memenuhi persyaratan nilni TOCFL diutamakan GOO; 
4. diutamakan telah mengikuti Diklat Struktural pada jcujangnya; 

Pasal IO 

Bagian Keenam 
Persyaratan jabatan Strukturnl 

(4) Penempatan PNS pada jabatan yang tcpat dengan kualifikasi yang 
dimilikinya sehlngga dapal memberikan pelayanan kepada 
masyarakat secara profesional, efisien dan cfcktif. 

(~) Pengklasifikasian pegawai dalam jenis jabatan scsuai dengan 
keahlian dan ketcrampilannya, sehingga dengan mudah dilakukan 
mutasi penugasau (fourofdufjJ. 

(2) Penilaian Kompetensi Individu PNS bersumbcr dari : 
n. Daftar Urut Kepangkatan yang meliputi kepangkatan, jabatan, 

pendidikau dan usia; 
b. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) yang melipun 

kcsctiaan, prestssi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, 
kcrjasama, prakarsa, dan kepemimpinan; 

c. hasil pengawnsan/pcngeudalian intern, yakni pembinaan yang 
dilakukau secara integral pada tindakan dan kegiatan yang 
dilakukan secara tcrus-menerus oleh pimpinan dim seluruh PNS; 

d. hasil pcmeriksaan rim pengawasan fungsional; 
e. hasil pcnllnian Diklat. 

(I) Pemberian Dilda! PNS mengacu pada penlngkatan kualitas dan 
kuantitas pegawai melalui : 
a. Diklat Struktural, yang meliputi Diklat Prajabatan, Dilda! 

Kcpemimpiuan IV, nildat Kepemirnpinan Ill, Dilda! 
Kcpeutimpinan II dan Diklat Kepernimpinan I; 

b. Diklat Teknis, yang meliputi antara lain Diklat Pcmbekalan 
Substansi Peuanaman Modal, Diklnt Bahasa Asing, dan Dik.lat 
Manajcrnen; 

c. Dildat Fungsional, yang meliputi antara lain Diklat Auditor dan 
Diklat Kewidyaiswaraan. 

Baginn Kclima 
Pembinaan Pegawai Negeri Sipil 

. 8. 



llagian Kctujuh ... 

!. scrcndah-reudahnya menduduki paugkat satu tingkat dibawah 
jcnjang pangkat yang ditentukan ntnu Pembina Utama Muda 
(IV/c); 

2. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan minimal Strata Satu; 
3. memenuhi persynratan nilai TOEFL diwajibkan 600; 
4. diutamakan tel ah mengikuti Uiklat Struktural pada jcnjangnya; 
5. diutamakan pernah mcnduduki 2 (dua) [abatan yang berbeda 

pada jcnjang jabatan yang setingkat; 
6. DP-3 sclama dun tahun ternkhir sctiap 11ns11r ha111.~ bernilai 

baik; 
7. sehat jasmani dan rohani. 

d. Pejnbat Struktural Eselon II dapat diangkal pada jabatan Struktural 
Eselon I dcngan persyaratan : 

I. serendah-rendahnya menduduki pangkat satu tingk.at di bawah 
jenjang pangkat yang ditentukan alnu Pembina Tk. I (JV /b); 

2. memiliki kualifikas: dan tingkat peudidikan minimal Strata Saha; 
3. memenuhi pcrsyaratan nilai TOEFL diwajibkan GOO; 
4. diutamakan tclah mcngikuti Diklal Slruktural pada jenjangnya; 
:,. diutamakan pernah menduduki 2 (dua) jabatan yang berbeda 

pada jcnjang jabatan yang setingkat; 
6. Dr-3 selama dua fahun terakltir setiap unsur hams bernilai 

baik; 
7. schat jnsmani dan rohani. 

c. Pejabat Struktural Eselon Ill dapat diangkat pada Jabatan Strukluml 
Eselon II dengan pcrsyaratan : 

!. serendah-reudahnya menduduki pangkat satu tingkat di bawah 
jenjaug pangkat yang diteutukan alau Pcnata Tk. I (111/d); 

2. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan minimal Strata Satu; 
3. merncnuhi persyaratan nilai TOEfL diutamakan GOO; 
4. diutamakan telah mengikuti Diklat Struklural padajcnjangnya; 
5. diutamakan pcrnah meududuki 2 (dual jabatan yang berbcda 

pada jenjang jabatan yang setiugkat; 
6. DP-3 selama dua tahun temkhir sctiap unsur hams bcrnilai 

baik; 
7. sehat jas1111111i dan rohani. 

b. Pejabat Struktural Eselon IV dapat diangkat pada jabatan Struktural 
Eselon Ill dengan pcrsyaratan : 

5. 01'-3 sclama dua tahun tcrakhir setiap unsur hams bcrnilni 
baik; 

6. sehat jasmani dan rohaui. 
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a. pembeutukan ... 

Untuk menjamiu obyektivitas pcngnngkatan dalam jabatau dan 
kenaikan paugkat perlu dilakukau : 

Pasal 12 

Bagian Pcrtarna 
Badan Pertimbaugan jabatan clan Kepangkalan 

RAB IV 
PENGANGKATAN DALNv\JABATAN STRUKTURAI. 

(3) Untuk mendukung pcngcmbangan Karir sebngairnana dimaksud 
pada ayat ( I) dan ayat (2) persyaratau perlu memperhatikan 
faktor-faktor lainnya scbagai berikul : 
a. pemahaman dan pcnguasaan peraturan dan kebijakan sesuai 

tugas dan kewajibannya; 
b. memiliki kernampuan teknis dan/ntau manajerial; 
c. memiliki sikap dan perilaku yang baik, 

• • 

(2) Syarat-syarat untuk kenaikan jenjnng pangkat fungsional yang 
lebih tinggi adalah sebagai bcrikut : 
a. mcmeuuhi angka krcdit dari pclaksanaan tugas jabatan 

fungsional yang bersangkutan baik dari unsur utama maupun 
1111sur penunjang; 

b. lclnh ada pcnetapnn angka kredit oleh Tim Penilai jabatnn 
fungsional yang bersangkutan; 

c. sekurang-kurangnya telnh I (satu) tnhun ruenduduki jcnjang 
jabatan yang lebih rcndah; 

cl. semua unsur pcnilaian pelaksanaan pekcrjaan sckuraug- 
kurangnya bernilai baik, 

([) Pengembangan karir PNS pada Jabntan Fungsional dengan 
ketentuan dan persyaratan sebagai berikut : 
a. memcnuhi kctentuan pendidikan minimal pada jabatan 

fungsional }'ang bersangkutan; 
b. telah mengikuti peudidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang 

tugas jabatan Iungsioual yang bersangkutan; 
c. rncmenuhi angka kredit yang ditetapkan sesuai dengan 

kclentuan jabatan fungsional yang bersangkutan; 
d. pangkat sckurang-kurangnya memeuuhi ketentuan yang 

bcrlaku pada jabatan fungsional yang bersangkutan; 
e. tclah berpcngalaman dan melaksanakan tugas dari bulir-butir 

kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; 
f. semua unsur penilaian pelaksanaau pekcrjaan sckurang- 

kurangnya bcrnilai baik. 

Pasal I I 

Baginn Ketujuh 
Persyaratan jabatan Fungsional Tertentu 
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(2) Setiap ... 

(1) i\lutnsi dilaksauakan berdasarkan atas pnnsip-prinsip bertahap, 
berlanjut, keterbukaan, obyektif, tcrtib, bcrdayaguna dan 
berhasilguna, 

Pasnl 14 

Bagian Pcrtama 
Prinsip-prinsip Mulasi 

BAl3 \I 
Mlff1\SI PEGAWAI 

Pelaksanaan pengangkatan dalam jabatan Struktural dan keuaikan 
pangkat ditcntukan scbagai berikut : 
a. pcnilaiau pengaugkatan dalam jabatan Slruktural dau kenaikan 

pangkat dilakukan dalam sidang Cla,x:rjaknt; 
b. hnsil sidang Baperjakat diajukan kepada Kcpala DKI'.M untuk 

mendapatkan persetujuan; 
c. pcngangkatan dalnm jabatau Struktuml ditetapkan dalarn 

Kcputusan Kepala RKPI\I; 
d, kcnaikan pangkat ditetapkan oleh Kepala BKPM. 

rasal 13 

Bagian Kcdua 
Prosedur Pengangkatan OalamJabatan 

a. pembentukau Badan Pertimbangan jabatan dan Kepangkatan 
(Baperjakat) yang tugiu dan susunan auggotanya ditetapkan 
dengan Keputusan Kepala BKP:.I; 

b, kcanggotaan Baperjakat berjumlah ganjil dan tcrdiri dari : 

l , Ketua merangkap Anggota; 

2. sebanyak-banyaknya 8 (dclapau) orang Anggota; 

3. scoraug Sckrctaris, 

c. Baperjnkat bertugns mcmberikan pertimbangan kepada Kepala 
BKPM dalam menetapkan pengaugkatan, pemiudahan, dau 
pemberhentian, dalarn dan dari jabatan struktural, serta 
pengangkatan dalaru pangkat 1111luk esclon ll, Ill dan IV di 
lingkuugan RKPM; 

d. dalnm mclaksanakan tugasnya, Baperjakat berpedoman pada 
Peraturan ini, kecuali atas penilaian atau pcrtimbangan lain dari 
Kepala BKP,\,\; 

e. Ketua dan Anggota dijabat oleh Pejabat Slruktural Eselon I dan 
Sekrctaris dijabat oleh Kepala Biro Umum, 
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Ors. Johny L Djafar, f\ Ii\ I 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Sckretariat Utama BKP.\1 
Kcpala Biro Peraturau Pcrundang-undnugau, 
Hubungan Masyarakat clan Tata Usaha Pimpinan 

BERITA NEGARA Rrrl!BLIK INDONESIA TAlil:N 2011 NO,\IOR 1-18 

Dluudangkan di J111olrh1 
pada tangga! 16 Maret 2011 
Ml:NTERI HUKUf\ I DAN HAK ASA St MANUSIA 
RF.PllBLtK INDONESIA 
ttd 
l'ATRIALIS AKBAR 

KEPAL-\ BADAN KOORDINASI PLNANA,\IAN MODAL 
ttd 
GITA IRAWi\N \VIR)AWAN 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 16 Maret 20 I I 

Agnr setiap orang mcngetahui, memcrintahkan peugundangan 
l'emhmtn ini dengan penempatannya dalam Bcrila Negara Rcpublik 
Indonesia. 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditctapknn. 

Pas.<1t 16 

Dengan bcrlakunya Pcratumn ini, Kcputusan Menteri Negarn 
Penggerak Dana tnvestasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor 13/SK/1994 tentang Pola Pcmbinaan dan Pcngembangan Katir 
Pegnwai Badan Koordinasi Pcnanaman Modal dicabut clan dinyatakan 
tidak bcrlaku, 

Pasal 15 

BAB Vt 
KCTENTUAN PCNI.ITUP 

(2) Setiap pegawai dapat ditempatkan ctan/atau dimutasikan pada 
sernua jabatan yang ada di lingkungan BKf'M sesuai keperluan 
kedinasan dan setclah memenuhi persyaratan jabatan, pengalaman 
dan kcmampuan tcknis yang ditcntukan. 

(3) Pejabat yang dimutasikau sckuraug-kurangnya tctap dalam cselon 
jabatan yang sama atau naik eselon jabatannya bila mendapatkan 
promosi. 

(4) Mutasi jabatan secara vcrtikal ke bawah/pembebasan jabatan 
merupakan huku1111111 disiplin. 
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